
KESIAPAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN 
Studi Kasus Kabupaten Halmahera dan Kota Manado 

Sutaat dan Nurdin Widodo 

ABSTRAK 

Studi Kesiapan Daerah Dalam Pemberdayaan Fakir miskin di Kabupaten Halmahera Baral dan 
Manado bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang berbagai hal 
yang terkait dengan upaya pemberdayaan fakir miskin di daerah. Pendekatan penelitian ini kualitatif, 
dimana data lapangan lebih mengandalkan pandangan dan persepsi informan. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara dengan Instansi Sosial Propinsi dan KotajK.abupaten, dan Unsur Pemda Terkait. Guna 
melengkapi informasi, dilakukan pula studi dokumentasi terutama yang terkait dengan pelaksanaan 
program pemberdayaan kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa kesediaan dan 
kemampuan daerah masih kurang memadai yang disebabkan masih kurangnya pemahaman pemerintah 
daerah terhadap pentingnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesiapan sumber daya yang 
masih kurang memadai. Keterlibatan berbagai instansi terkait dan tokoh masyarakat telah memberikan 
pengaruh positip dalam persiapan pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin. Berdasarkan hal 
tersebut diajukan sejumlah rekomendasi dalam rangka penyempurnaan program. 

Kata kunci : Pemberdayaan Fakir Miskin, Pembangunan Kesejahteraan Sosial. 

I. PENDAHULUAN 
Jumlah penduduk miskin (BPS & Pusdatin, 

tahun 2004) 36, 1 juta jiwa, sedangkan 
penduduk fakir miskin 14,8 juta jiwa. Jumlah 
penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan 
pada Februari 2005 berjumlah 35, 10 juta 
orang. Sementara itu pada Maret 2006 
mencapai 39,05 juta orang atau 17,75 % dari 
total penduduk 222 juta jiwa, dan dengan 
demi kian ada kenaikan sekitar 15,97% 
(Republika, 2 September 2006) . Kenaikan yang 
cukup signifikan ini disebabkan adanyo 
kebijokon menaikkon horgo BBM yang diniloi 
over dosis secora rota-rota 126 % per Oktober 
2005 dan harga beros yang melonjak 
sementara harga gaboh turun. 

Menurut perspektif pembangunan 
kesejahteraan sosial, penonggulongon 
kemiskinan merupakan salah sotu upoya yang 
sangat strategis yang bersifat nasional dalom 
mewujudkan sistem ekonomi kerokyoton, 
keadilon sosiol don perlindungan terhadap hak 
osasi manusio. Terkoit dengon itu Departemen 
Sosial merancang berbagai program 
pemberdayaan fakir miskin di berbagai wilayah 
seperti: wilayah perkotaan, wiloyoh pedesoan/ 
pertonion, wiloyoh sub urban/ pinggiran kota, 

wilayoh pontoi/pesisir; daerah kawosan industri, 
wilayah kepulauan terpenci/, wilayah perbotoson 
ontar negara, wilayah sekitor perhutanan, wilaya h 
pegunungan, wilayah bontoran sungai/ kali don 
wilayah-wilayah lainnyo. 

Upaya-upaya pemberdayaan fakir miskin 
diantaranya melalui Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE). Pendekatan KUBE dalam rangka 
penanggulangan kemiskinan mencoba 
diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan 
Makro (LKM) yang ada dolam masyarakat. 
Pengintegrasian ini merupakan sa lah satu 
alternatif jawaban terhadap kendala yang 
terjadi selama ini yakni penyediaan modal 
usaha yang sangat terbatas. 

Sebagai konsekuensi dari kebijakan itu, 
maka upaya pembentukan KUBE harus diikuti 
dengan pendirian LKM sebagai mitra KUBE. 
Dolam hal seperti ini keberadaan KUBE tidak 
lagi di lihat sebagai obyek, tetapi sekaligus 
sebagai subyek. 

Selain bentuk KUBE, upaya pengentasan 
kemiskinon jugo dilokukan melalui pemberian 
Bantuan Langsung Tunoi (BLT), yang 
pe laksanaonnya dalam koordinasi don 
kerjasama dengan Badon Pusat Statistik (BPS), 
PT Pos, dan Dep. Dalam Negeri., serta 
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pemberdoyoon fakir miskin melolui Surat Kuoso 
Pengguno Anggoron (SKPA) kepoda pemerintah 
kabupaten/kota. 

Dalam implementasinya, program­
program pemberdayaan fakir miskin tidak 
terlepas dari berbogai faktor, di ontoronyo 
kesiapan pemerintah doeroh (termosuk SDM) 
untuk melaksanakan pemberdayoan fakir 
miskin di wiloyohnya. Bagoimano kesiopan 
pemerintoh daeroh meloksonokan pem­
berdayaan fakir miskin? Sehubungan dengan 
hal itu, Pusat Penelitian don Pengembangan 
Kesejahteraan Sosial melaksanakan penelitian 
tentang kesiapan daerah dalam meloksanakan 
program pemberdayaan fakir miskin. 

Tujuan penel ition ini adalah 1) ter­
identifikasinya implementosi kebijakan pusat 
di daerah (alasan pemilihan lokasi, penyiapan 
warga b ino an don SDM pelaksano); 
2) teridentifi kosinyo kebijakon lokal (terkoit 
dengan program don onggoran); 3) 
Teridentifikosinyo implementasi mo del 
pemberdoyoon (muloi persiopan, pelaksonoon 
don monitoring/evaluasi); 4) Teridentifikasinya 
faktor-foktor yang mempengaruhi peloksanaon 
program di daerah. Hasil kajion ini dihor?pka.n 
dapat memberikan mosu ko n bag 1 uni t 
operasional dolam upaya meningkatkan 
pelayonon melalui berbagai program 
pemberdoyaan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 
tujuan untuk memperoleh gambaran tentang 
berbagai hal yang terkait dengan upaya 
pemberdayaan fakir miskin di daerah . 
Pendekatan penelitian ini kualitatif, dimana data 
lapangon lebih mengandalkan pandangan 
don persepsi informan. Lokasi ditentukan secara 
purposive, yakni duo lokasi kota/kabupaten 
yang menjodi sasaran program pemberdaya?n 
dari Direktorot Jenderol Pemberdayaan Sos1al 
- Departemen Sosial RI, meliputi: Holmahera 
Borat (Prop. Maluku Utaro), don Menado (Prop. 
Su lawesi Utaro). Pengumpulon data dilakukan 
melalui wawancora dengan berbogai pihak 
terkait (lnstansi Sosiol Propinsi don Keto/ 
Kabupaten, don Unsur Pemda Terkait). Guna 
melengkapi informasi, dilakukon pula studi 
dokumentosi terutamo yang terkoit dengan 
pelaksa naon program pemberdoyaan 
kemiskinan. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 
Konsep pemberdoyaon merupakan 

upaya untuk mem bangun doya dengan 
mendorong atou m emotivasi, dengan 
membangkitkan kesadoran akan potensi yang 
dimiliki serta upaya untuk mengembongkan 
(Ginanjar Kartosasmita, 1996). Pemberdayaan 
merupakan suatu proses peningkatan kondisi 
kehidupon don penghidupan yang ditujukan 
kepodo masyorakot miskin. Dolam konteks ini 
masyorokat miskin dipandong sebogoi sumber 
doyo manusio yang berpotensi untuk berpikir 
don bertindak yang pada soot ini memerlukan 
"penguoton" agar mampu memanfaatkan 
daya yang dimiliki (Mujiyadi B. don Gunawan 
2000). 

Sebagai suatu strategi pembongunan, 
pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan 
membantu penyandang maso lah untuk 
memperoleh daya guna mengambil keputusan 
don menentukan tindakan yang akon dilakukon. 
Tindokon dimoksud terkoit dengan diri mereko, 
termosuk mengurongi hambaton pribadi don 
sosial dalom melokukan tindokon, yakni melalui 
peningkatan kemampuon don rosa percoyo 
diri untuk menggunokon daya dengan 
menstransfer dayo di lingkungonnyo. 

Da lam perspektif pemberdayaon, 
mosyarakot diberi kewenangon untuk 
mengelolo sendiri dona pembongunon, baik 
yang berosal dari pemerintoh maupun dari 
pihok lain. Mereka horus aktif berportisipasi 
dolom proses pemilihon, perenconoon don 
peloksonoan pembongunon. Pemberdoyaon 
mosyorakot (keluorgo) dolom perspektif 
pekerjoan sosial memberikan pedomon : (a) 
membongun relasi perto longon yang 
merefleksikon respon empoti, menghargai 
pilihon don hok klien dalom menentukon 
nosibnyo, menghorgoi perbedoon don 
keunikon individu, serta menekonkan ke~osoma; 
(b) membongun komunikosi yang menghormati 
martabat don harga diri keluorga/mosyarakat, 
mempertimbongkon kerogomon, don menjogo 
kerohasioon; (c) terlibat dolam pemecohan 
mosoloh yang memperkuot portisiposi 
keluorgo/masyoroko t dolom semua aspek 
proses pemecahon mosoloh, (d) merefleksikan 
sikap don niloi profesi pekerjaan sosial. 
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Menurut Tan (dalam Gunawan, 2005) 
mengemukakan, bahwa pemberdayaan bisa 
diberikan batasan luas sebagai penguasaan 
aset material, sumber-sumber intelektual don 
ideologi. Dalam batasan tersebut hal-hal yang 
terkandung di dalamnya meliputi : 

a. Aset material mencakup aset fisik, 
kemanusiaan atau finansial seperti, tanah, 
air, hutan, tubuh manusia don pekerjaan, 
uang don akses kepada uang 

b. Sumber-sumber intelektual mencakup 
pengetahuan, informasi don gagasan 
(ide) 

c. Penguasaan ideologi berarti kemampuan 
untuk mengembangkan, menyebarkan, 
mempertahankan don mempranatakan 
perangkat tertentu dari kepercayaan, nilai, 
sikap don perilaku sehingga dapat 
menentukan bagaimana persepsi manusia 
don berfungsinya manusia dalam 
lingkungan sosial, ekonomi don politik 
tertentu. 

Berdasarkan pandangan di atas dapat 
dikemukakan bahwa pemberdayaan 
merupakan proses penguatan potensi keluarga 
miskin untuk penguasaan aset material, sumber­
sumber intelektual, don ideologi. Ketiga aset 
dimaksud merupakan tolak ukur untuk melihat 
keberdayaan keluarga miskin. 

Selama kurun waktu lebih kurang empat 
dekade, berbagai upaya dalam kerangka 
penanggulangan kemiskinan telah dilakukan 
(seperti seminar, penelitian maupun tindakan/ 
program kemiskinan) mulai dari pusat sampai 
daerah. Beberapa kebijakan pemerintah seperti 
lnstruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) 
No.5 tahun 1993 tentang Pembangunan desa 
tertinggal yang dikenal dengan IDT. INPRES 
No.3 tahun 1996 yang menunjuk Menteri 
Negara Kependudukan/Kepala BKKBN 
sebagai pelaksana Program Pembangunan 
Keluarga Sejahtera (PROKESRA). Keppres 
No 124 tentang Pembentukan Komite 
Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang 
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri 
Dalam negeri RI Nomor 412 .6/1648/SJ, 
tanggal 29 Juli 2002 tentang Pembentukan KPK 
di setiap Propinsi maupun di Kota/Kabupaten. 
Keputusan menteri Sosial RI No.12/HUK/2005 
tentang KPK Departemen Sosial. 

Departemen Sosial dalam menye­
lenggarakan program pemberdayaan fakir 
miskin, kebijakan yang ditetapkan antara lain : 

a . Peningkatan akses fakir miskin terhadap 
sumber daya sosial-ekonomi 

b. Peningkatan prakarsa dan peran aktif 
warga masyarakat dalam pemberdayaan 
fakir miskin 

c. Perlindungan hak-hak dasar fakir miskin 

d . Peningkatan kualitas manajemen pem­
berdayaan fakir miskin 

Sedangkan strategi yang digunakan untuk 
mendukung kebijakan diperlukan adanya: (1) 
partisipasi sosial, (2) pengembangan budaya 
kewirausahaan, (3) pengembangan budaya 
menabung, (4) kemitraan sosial, (5) advokasi 
sosial, (6) penguatan kapasitas SDM don 
kelembagaan, (7) dan aktual isasi ni lai-ni lai 
spiritual don kearifan lokal. 

Program penanganan fakir miskin yang 
dikembangkan Departemen Sosial dengan 
pendekatan kelompok, saat ini te lah 
menghasilkan ribuan kelompok usaha bersama 
(KUBE) antara lain melalui, program bantuan 
sosial fakir miskin, program pemberdayaan fakir 
miskin (P2FM), program pemberdayaan fakir 
miskin melalui surat kuasa pengguna anggaran 
(SKPA) don program-program lainnya. 

Pada tahun 2007 progra m pem­
berdayaan fakir miskin (P2FM), dilaksanakan 
melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan 
Sosial (BLPS) dengan prosedur don mekanisme 
pelaksanaannya berbeda dengan program­
progra m yang terdahulu. Mela lui BLPS, 
bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai 
langsung ditransfer melalui reken ing KUBE. 
Dengan demikian maka: (1) bantuan yang 
diterima sesuai dengan kebutu ha n, (2) 
bantuan tidak mengalami pemotongan, (3) 
menggerakkan roda perekonomian lokal, (4) 
jenis usaha lebih beragam, (5) terjadinya proses 
inisiasi don stimulasi, don (6) interaksi kelompok 
secara berkelanjutan. 

Melalui polo pembe rdayaan BLPS 
tersebut, diharapkan sasaran program dapat 
meningkatkan motivasi kearah yang lebih maju, 
meningkatkan interaksi don kerja soma dalam 
kelompok, mendayagunakan potensi don 
sumber sosial ekonomi lokal, menjalin kemitraan 
don mengembangkan akses pasar. Untuk itu 
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dalam proses pemberdayaan paling tidak 
terdapat beberapa komponen utama yang 
harus ada yaitu, (1) modal, (2) kemampuan/ 
ketrampilan, (3) komitmen kemasyarakatan 
yaitu hal-hal yang berkaiton dengan aturan 
masyarakat, (4) don pasar. 

111 . KESIAPAN KOTA MANADO 
DALAM PEMBERDAYAAN 
FAKIR MISKIN 

A. Potensi don Karakteristik wilayah 

Kota Manado terdiri dari daratan di Pulou 
Sulawesi dan 3 buah pulau yakni Manado Tua, 
Bunoken, don Siladen. Luas daratan wilayah 
Koto Manado seluruhnya 15.726 Ha, pada 
mono 23,20 % sudah terbangun don sebagian 
lainnya berupa persawahan don perbukitan. 
Topografi terdiri dori dotaran pantai don 
perbukiton, don dengan temperatur antara 25° 
- 27°C, serta curah hujan rato-rata 3.187 mm/ 
tahun. 

Pada tahun 1999 1PM untuk Kata Monodo 
adalah 72, 5 don pada tahun 2002 menjadi 
74,2. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa selama kurun waktu 3 tahun 1PM Kota 
Manado mengalami perbaikan sebesar 1,8 
point. Namun bila diband ingkan dengan 
daerah lain, peringkatnya menurun dari urutan 
ke 5 dari 294 daerah/kota (tahun 1999) 
menjadi urutan ke 8 (dari 341 daerah/kota) 
pada tahun 2002. Hal ini berarti meskipun Kata 
Manado mampu melakukan perbaikan yang 
cukup signifikan dalam pembangunan 
manusia, tetapi terdapat beberapa daerah/kota 
yang mampu melakukan pengurangan nilai 
yang lebih cepat dori Manado. 

lndeks Kemiskinan {IKM) Kata Manado 
pada tahun 1999 odalah 19,5, don kemudian 
pada tahun 2002 menjod i 11,5. Dengan 
demikion se la ma kurun wa ktu 3 t ohu n 
menga lami perbaikan sebesar 8 point. Bila 
dilihat dari rangkingnyo, poda tahun 1999 
menduduki posisi ke 54 (dari 294 daeroh/ koto), 
don pada tahun 2002 naik ke posisi 12 (dori 
341 doeroh/ koto) . Hal ini dopot men jad i 
indikosi ba hwa upaya penanggul onga n 
kemiskinan di Kota Monodo mencapai hosi l 
yang cukup signifikan. 
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Potensi wilayah yang cukup menonjol 
adalah dari sektor perkebunan terutoma 
cengkeh, don sektor pariwisata terutomo wisata 
lout seperti kondisi laut di Bunaken. Wisata lout 
Bunaken hingga saat ini merupakan obyek 
wisata yang menari k bagi wisatawan 
mancanegara maupun domestik, don bagi 
Monado atau Sulawesi Utara merupokan obyek 
wisato andolan. 

B. Potensi Kesejohteraan Sosiol 
don Penyandang Mosalah 
Kesejohteraan Sosial 

Potensi don Sumber Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) merupakan p endukung da lam 
penanganan masalah kese jahteraan sosia l. 
Potensi dan sumber ini umumnyo ada dan 
dimiliki oleh setiap mosyarakat lokal. 

Menurut data pada Dinos Kesejahteraan 
Sosial Kata Manado Tahun 2006 (tabel 1 ), PSKS 
di Kota Monodo tercatat meliputi Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), 
Karang Toruno (KT), don Ponti Sosial. Sejumlah 
PSKS tersebut hingga kini masih mendapat 
pembinaan Dinos Kesejohteraan Sosial Kota 
Manado. Dari sejumlah PSKS tersebut, PSM don 
KT menunjukkon aktivitas yang rendah, otau 
kurang aktif dalam mela ksonokan usaha 
kesejahteraan sosial. Hal ini antara lain sebogai 
dampak otonomi daerah, yokni semuo instansi 
sosial di daerah disera hkan wewenangnya 
kepada pemerintah daera h. D inos 
Kesejahteraan Sosial Kota M anado sendiri 
pado mulanya merupakan Kantor Departemen 
Sosial (Kandepsos) Ko ta M anodo yang 
merupakan bagian instansi vertikal Departemen 
Sosial di tingkat kabupaten/ kota . 

Tobe! 1 
Potensi don Sumber Keseja hteraan Sosial (PSKS) 

di Kota Manado Tahun 2006 

No. Jenis PSKS Jumlah 

l. Pekerio Sosiol Mosyorokot (PSM) 132 
2. Orgonisosi Sosiol 58 
3. Korong Toruno 87 
4. Ponti Sosial 17 

Sumber: Dinos Kesejohteroon Sosiol Kolo Monodo Tahun 2006 
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Di era otonomi ini, pembangunan 
kesejahteraan sosial tampaknya masih banyak 
bergantung pada program pemerintah pusat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat 
instansi sosial daerah menunjukan bahwa 
anggaran pembangunan kesejahteraan sosial 
sebagian besar masih bersumber dari dona 
pusat (dona dekonsentrasi}. Sumbangan APBD 
untuk bidang kesejahteraan sosial hingga soot 
ini dopot dikatakan masih sangat kecil . 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial 
yang ado di Kota Monado berdasorkon data 
tahun 2006, jumlah yang terbesar adalah fakir 
miskin yakni 25821 KK, kemudian disusul 
masalah korban bencana alam ( 9.671 jiwa}, 
anak terlantar (2702 jiwo), don lonjut usio 
terlontar (2360 jiwa}; Data PMKS di kota 
Manado secora rinci dapat di lihot poda tabel 
2 . Besornya korbon bencana ini erat koitannyo 
dengon kondisi kontur tonoh yang berbukit­
bukit, don beberapo doerah yang relatif songat 
rendah. Dengan demikian hompir setiop tohun 
pada musim penghujan sering terjadi bencana 
tanah longsor don banjir. 

Tabel 2 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Di Kota Manado Tahun 2006 

No. 
Masalah Kesejahteraan 

Jumlah 
Sasial 

1. Anak terlantar 2.702 jiwa 
2. Laniut Usia terlantar 2.360 jiwa 
3. Wanita rawan sasial 1.120 jiwa 

ekanami 
4. Anak nakal 615 jiwa 
5. Penyandang cacat 1.220 jiwa 
6. Anak jalanan 464 jiwa 
7. Pengemis 57 jiwa 
8. Gelandangan 137 jiwa 
9. Gelandangan psikatik 53 jiwa 

(aranq qila) 
10. Wanita tuna susila 761 iiwa 
11. Waria tuna susila 201 iiwa 
12. Bekas narapidana 481 iiwa 
13. Karban NAPZA 671 iiwa 
14. Penyandanq HIV/AIDS 59 iiwa 
15. Wanita karban tindak 40 jiwa 

kekerasan 
16. Karban bencana alam 9.671 jiwa 
17. Keluarqa Fakir miskin 25.821 KK 
18. Pekeria miqran 62 Jiwa 
19. PemulunQ 205 jiwa 

Sumber: Dinos Kesejahteraan Sosial Ka ta Menado, 2006 

Fakir miskin don anak terlantar serta lanjut 
usia terlantar merupakan permasalahan yang 
mempunyai hubungan sangat erat. Banyaknya 
keluarga fakir miskin menimbulkan banyaknya 
anak terlantar don lanjut usia. Hal ini tampaknya 
merupakan ciri permasalahan kesejahteraan 
sosial yang banyak terjadi di hampir seluruh 
wilayah Indonesia. Masalah fakir miskin di In­
donesia umumnya merupa kan sumber 
munculnya berbagai masalah lain terutama 
masalah keterlantaran. 

C. Prioritas Penanganan Permasalohan 
Kesejahteraan Sosial 

Berdosorkan Rencano Strotegis (Renstra) 
Dinos Kesejohteraan Sosiol Kota Monodo 2005 
- 2010, permasalahan yang merupakan 
prioritas adalah mosalah kemiskinan (fakir 
miskin}, korbon bencano don anak terlantar. 
Masalah-mosoloh tersebut populasinyo relotif 
cukup besar dibondingkon mosoloh loinnyo. 
Khusus masoloh korban bencana, merupokon 
masoloh yang hampir setiop tohun menjodi 
perhation pemerintah Monado. 

Mosolah fakir miskin don onak terlontar 
meskipun berbogoi upaya teloh dilakukan, 
hampir tidak pernoh terlepas dori doftor 
mosalah Kota Manodo, kareno popu losinya 
selolu bertomboh. Banyaknya populosi fakir 
miskin di Kota Manado antara loin karena 
sebogoi tujuon migron. Sementora itu bonyok 
SDM migran yang rendoh, sehingga mereka 
kurong mampu untuk meningkatkon taraf 
kesejahteraannya. 

Kriterio fakir miskin yang soot ini digunakan 
Kota manado mengocu pado 14 kriteria yang 
digunakan BPS. Dari sejumloh kriterio tersebut 
yang menjodi sosaron program adalah faki r 
miskin, minimal 4 kriteria. Untuk program 
penanganan fakir miskin mela lui model Surat 
Kuoso Penggunaan Anggaran (SKPA) yang 
diluncurkon pemerintah pusat (Direktorot Fakir 
Miskin), kriterio utoma colon warga binaon 
adalah: l) keluarga penerima BLT; 2) masih 
potensiol; don 3) punyo keterompi lan yang 
dopat dikembangkan. 
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D. Kebijakan don Program 
Penanganan Kemiskinan 

Kebijakan don Kesiapan Sumber 
Dalam Penanganan Kemiskinan 

Kebijakan program Dinos Kesejahteraan 
Sosial Kota Manado diarahkan pada 
peningkatan don pengembangan: 1) usaha 
kesejahteroan sosial; 2) upoya rehabilitasi sosiol; 
3) upaya bantuan sosial; don 4) peningkatan 
sarano don prasarana. Mengancu pada upaya 
menserasikan peran-peran Departemen Sosial, 
maka strategi yang digariskan Dinos 
Kesejahteraan Sosial Kota Manado mencakup: 
pemberdayaan sosial, kemitraon sosial, 
partisipasi sosial, don advokasi sosial. 

Kesiapan sumber dona dari pemerintah 
daeroh masih songat kecil. Sumber dona 
terbesar hampir seluruhnya {sekitar 95%) 
merupakon dona pusat (dona dekonsentrasi) 
yang diturunkan melalui Dinos Sosial Propinsi 
Sulawesi Utara. 

Dana dampingan dari daerah 
sebagaimana yang dipersyaratkan bagi 
pelaksanaan program pemberdayaan fakir 
miskin melalui SKPA, ternyata tidak terpenuhi 
(tidak ado). Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa program pemberdayaan fakir miskin 
tersebut sepenuhnya bergantung dari dona 
pusat. Berdasarkan berbagai informasi hingga 
soot ini perhatian pemerintah daerah dalam 
pembangunan kesejahteraan sosial masih 
rendah terutama dalam alokasi dona. 

Pegawai yang ado di Dinos Kesejahteraan 
Kota Manado sampai akhir tahun 2006 
seluruhnya berjumlah 32 orang, terdiri dari 22 
orang merupakan eks pegawai Kandepsos 
(Kantor Departemen Sosial) Manado, don 10 
orang pegawai pemerintah daerah. Mayoritas 
tenaga tersebut adalah pegawai perempuan 
(20 orang). Pangkat/golongan IV 4 orang, 
golongan Ill 22 orang, don golongan II 6 
orang. Sementara itu pendidikan formal 
pegawai 16 sarjana/S 1, 1 orang Sarjana 
Muda, don 15 pendidikan SLA. 

Dari sejumlah pegawai tersebut yang 
pernah pelatihan bidang kesejahteraan sosial 
6 orang. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa SDM yang memahami b idang 
kesejahteraan sosial masih sangat kecil. Apalagi 
saat ini yang menjabat sebagai Kepala Dinos 
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Kesejahteraan Sosial berasal BPS Kota 
Manado, dengan pengalaman don keahlian 
bidang statistik. 

Kantor yang digunakan soot ini eks Kantor 
Kandepsos Manado. Kondisi kantor soot ini 
belum pernah mendapatkan renovasi secara 
memadai, kecuali sedikit perba ikan pada 
beberapa bagian yang rusak. Peralatan kantor 
yang dimiliki terutama sarana kerja (meja kursi 
kantor} kondisinya kurang memadai. Sarona 
komunikasi yang penting seperti sambungan 
telepon juga belum ado. Saat ini untuk 
komunikasi masih menggunakan te lepon 
genggam pribadi dari masing-masing 
pegawai. Kendaraan dinas roda empat yang 
ado soot ini (satu buah) merupakan pinjaman 
dari inventaris Dinos Kese ja hteraan Sosial 
Propinsi Sulawesi Utara. 

E. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin 

1. Kegiatan yang telah don sedang 
dilaksanakan 

Tahun 2002 program penanganan 
fakir miskin yang bersumber dari Dinos 
Kesejahteraan Sosial Propinsi Sulawesi 
Utara untuk Kota Manado sebanyak 17 
KUBE atau 170 warga binaan. Pada 
tahun 2003: 60 KUBE, don tahun 2004: 
60 KUBE. Sedangkan pada tahun 2005 
pengentasan kem iskinan untuk kota 
Manado dapat menjangkau 440 
keluarga (44 KUBE). Kegiatan KUBE 
tersebut bervariasi seperti usaha dagang 
keci l, pembuatan kue, katering, 
perbengkelan, pertukangan kayu, usaha 
jahit, don ternak (itik, sapi, don bobi). 

Poda tahun 2005 ado kegiatan 
Crash Program melalui danaAPBD Propinsi 
Sulawesi Utara, berupa kegiatan 
budidaya rumput lout don jagung. Untuk 
usaha jagung tiap hektar memperoleh 
bantuan sekitar 2 juta rupiah, pada mana 
900 ribu untuk pengolahan tanah don 
sisanya untuk penyediaan bibit. Program 
kegiatan lain yang pernah dilakukan 
melalui APBD adalah penanganan 
masalah tuna sosial, pembinaan panti, 
don penanganan korban bencana, 
dengan total anggaran sekitar 40 juta. 
Menurut pejabat Dinos Kesos Kota 
Manado dalam penanganan masalah 
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kesejahteroan sosial terutomo onggoran 
dari pemerintoh doerah mosih songat 
kecil. 

Pada tahun 2006 untuk penanganan 
fakir miskin memperoleh dona melolui 
SKPA, yokni dona pusat langsung dialirkan 
ke kobupoten/kota. Pelaksonoan program 
ini tompaknya mengolomi keterlambatan. 
Hal ini terjodi ontora loin adanya 
pergantion pejabat di Dinos Kato, don 
kebijokan Wolikoto untuk memindohkan 
sosoran ke lokosi loin. Sehinggo kegioton 
persiopon lokasi perlu diulong kemboli. 
Diperkirakan kegiatan pemberdayaon 
fakir miskin ini baru okan berjalan paling 
cepot bulon Desember 2006. Bahkan 
menurut perkiraan petugas Dinos 
Kesejahteraan Sosial Propinsi realisasi 
kegioton boru biso terlaksono podo tohun 
2007. 

2. Monajemen Pelaksanaan Program SKPA 
(Proses Persiapan, Paksanaan, Monitoring 
don Evaluasi) 

o) Langkah Kegioton 
1) Pertemuon dengon pemerintah 

doeroh Kata Manado tentang 
rencono peloksonoon P2FM 
melalui Surat Kuaso Penggunaan 
Anggaran (SKPA). 

2) Bulan September 2006, 
pemilihan lokasi meliputi 
Kecomoton Singkil (3 kelurahon) 
don Kecamotan Bunaken (2 
kelurahan). 

3) Kegiatan seleksi colon worga 
binaan, don sosialisasi/workshop 
dilakukan pada awal Oktober 
2006 yang diikuti oleh peloksana 
mulai dari propinsi, kabupoten/ 
kota don konsultan yang telah 
ditunjuk. 

4) Penjajogan lokosi P2FM don 
pemetoan kebutuhan keluorgo 
fakir miskin yang menjadi sosoron 
kegioton. 

5) Penyiopon pendamping doerah 
yang berasal dari (o) Dinos 
Kesejohteroan Sosiol Kata 
Monado, (b) pendomping teknis 
dori intansi terkait don (c) 
pendamping dari masyarokot 
setempot. 

6) Persiapon penyaluran dona oleh 
Dinos Sosiol Kota Monado don 
instansi terkait lainnya. 

b) Proses Seleksi Colon Wargo Binaon 

Seleksi menggunakan dafta r fakir 
miskin menurut BPS, don kemudian 
dicek ulang me lolui kepala 
lingkungan pada tiap kelurohan . 
Kelompok fakir miskin yang diambil 
adalah yang berada pada kelompok 
poling bawoh menurut doftar BPS. 
Selanjutnya tim seleksi mengadakan 
observasi ke lokas i don dis kusi 
dengan kepala lingkungon untuk 
menetapkon nama-namo colon 
worga binoan. Seteloh penetapan 
noma-nama, ditetapkan KUBE yang 
akon menetapkon LKM (lembaga 
keuangan mikro). LKM ini berperan 
mencairkan dona bantuan melalui 
bank, don mengelolo dona untuk 
pengembanga n KUBE sesuo i 
dengon aturan don kesepokatan. 

c) Kegiatan selanjutnya 

Kegiotan ya ng diren ca naka n 
selanjutnya adaloh penetopan Usaho 
Ekonomi Kelompok, Monitoring don 
Evaluasi, Peloporon. Namun karena 
terjodi perbedoan pandangan 
antora Dinos Kese jahteraon Sosio l 
Koto Manodo dengon Wolikota 
setempot, terutama mengenai lokasi 
sosaran. Lokasi yang disetujui don 
ditetapkon Woli koto mencokup 
Kecamatan Tumin ting (di 3 
kelurahan), don Kecamatan Woneoh 
(di 3 kelurahon). Dengan sendirinyo 
untuk lokosi baru ini perlu diadakan 
kegiaton mulai dori awal seleksi 
kelurahan/ kecomot an, sa mpoi 
dengon penetopan colon warga 
binaan. 

Terkait dengon hol itu dalom bulan 
Oktober 2006 (sebelum ldul Fitri) 
akan diodokon pertemuon dengon 
para Carnot di lokosi boru untuk 
membicorokon rencona kegiaton, 
don sekoligus mengodokan seleksi 
boru colon worgo binaan. Podo 
bulan Otober itu pulo d iharapkon 
sudoh terbentuk Pendamping Doerah 
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(2 orang/kelurahan), don pelatihan 
bagi Pendamping Daerah tersebut. 

3. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 
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Hambatan yang cukup serius adalah 
adanya perubahan lokasi sasaran, 
sehingga rangkaian lanjutan program 
tidak dapat segera dilanjutkan. Menurut 
keputusan Walikota Manado, disetujui don 
ditetapkan sebagai sasaran program, 
yaitu Kecamatan Tuminting (di 3 
kelurahan), don Kecamatan Waneah (di 
3 kelurahan). Sementara itu sebelumnya 
oleh Dinos Kesejahteraan Sosial Kota 
Manodo telah ditetapkan lokasi 
Kecamatan Singkil (3 kelurahan) don 
Kecamatan Bunaken (2 kelurahan). 

Menurut Kadis Kesejahteraan Sosial 
Kota Manado yang baru (menjabat baru 
sekitar 1 bu Ian), kondisi seperti tersebut di 
atas terjadi karena penunjukkan lokasi 
(kecamatan lama) tidak dikonsultasikan 
dengan Walikota. Sementara itu menurut 
aturan yang ado penentuan lokasi harus 
didasarkan pada SK Walikota. Dikatakan 
pula bahwa pencairan dona untuk 
persiapon lokasi sebelumnya tanpa 
persetujuan Walikota (tampaknya 
keputusan Walikota tersebut terkait dengan 
ketidak setujuan langkah-langkah yang 
diambil oleh Kadis Kesejahteraan Sosial 
yang lama). Ada tigo SK Walikota yang 
terkait dengan pelaksanaan SKPA, yakni 
tentang penetapan lokasi, penunjukkan 
pengelola SKPA, don pergantian 
penanggungjawab SKPA dari pejabat 
lama kepada pejabat baru. Tembusan 
surat tersebut sudoh dikirimkan ke Menteri 
Sosial melalui Direktorat Fakir Miskin -
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. 

Perubahan lokasi don sasaran 
baru tersebut bagi masyarakat yang 
telah dicalonkan sebelumnya dopat 
menimbulkon berbogai pertanyaan don 
persoalan yang rentan terhadap konflik. 
Mau tidak mau masyarakot di lokasi lama 
akan menuntut janji yang telah 
disampaikan pada soot persiapan lokasi. 
Bagi Dinos Kesejahteroan Sosial ado 
pekerjaan baru, yakni mempersiapkan 
don menyeleksi colon warga binaan; 
sementara itu anggaron untuk persiapan 

sudah pernah dicairkan untuk persiapan 
lokasi lama. Belum lagi menghadapi 
tuntutan masyarakat di lokasi lama tentang 
program yang direncanakan turun pada 
mereka. Meskipun menurut informasi, 
bahwa Walikota akan bertanggungjawab 
bila terjadi sesuatu, namun mau tidak 
mau tumpuan pertama adalah Dinos 
Kesejahteraan Sosial Kota Manado. 

Hambatan lain adalah masalah 
waktu pencairan dona yang kemungkinan 
dapat terlaksana pada bulan Nopember 
atau Desember 2006. Hal ini terkait 
dengan baru terbitnya Sk Walikota (akhir 
bulan Oktober 2006), tentang berbagai 
hal kaitannya dengan pelaksanaan 
program pemberdayaan FM. 
Kemungkinan besar realisasi operasional 
KUBE FM poling cepat baru bisa 
terlaksana pada bulan Desember 2006. 
Dengan demi kian dapat dikatakan 
bahwa pelaksanaan program tersebut 
mengalami keterlambatan yang cukup 
signifikan. 

Permasa lahan lain adalah 
munculnya kekurong-harmonisan antara 
Dinos Kesejahteraan Sosial Propinsi 
dengan Dinos Kesejahteraan Sosial Kota 
Manado. Hal ini terjadi antara lain akibat 
kurangnya koordinasi pemerintah pusat 
dengan pemerintah propinsi dalam hal 
peluncuran progra m SKPA. Dalam 
pelaksanaan program tersebut ternyata 
peran dinas propinsi sangat kecil, don 
dalam persiapan kurang dikoordinasikan 
secara baik. Menurut pejabat Dinos 
Propinsi dalom pelaksonaan program 
pemberdayaan fakir miskin melalui SKPA 
masih perlu banyak melibatkan Dinos 
Propinsi. Hal ini mengingat bahwa SOM 
Dinos Kota masih kurang memadai. 
Sementara itu kegiatan pemantapan 
program yang di laksanakan dalam waktu 
3-4 hari dinilai kurang memodai. 

Terkait dengan dona pendampingan 
dari daerah, menurut penilaian pejabat 
Dinos Propinsi masih sangat kecil. Hal ini 
terkait dengan kurongnya pemohaman 
don kemauan pemerintah kota untuk 
menyediakan dona dampingan (APBD) 
bagi program pemberdayaan fakir miskin 
melalui SKPA dimaksud. 
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4. Rencana program don kegiatan yang akan 
datang 

Beberapa program kegiatan 
penanganan masalah kesejahteraan 
sosial di Kota Manado tahun anggaran 
2007 sudah direncanakan, don siap 
diajukan untuk mendapatkan persetujuan 
don anggaran dari daerah. 

Rencana program yang diajukan 
antara lain meliputi program l) 
peningkatan kesejahteraan sosial anak 
terlantar; 2) peningkatan kesejahteraan 
sosial lanjut usia; 3) peningkatan 
kesejahteraan sosial penyandang cacat; 
4) penangonan masalah tuna susila; 5) 
penanganan masalah gelandangan don 
pengemis; 6) penanganan masalah 
korban bencana; 7) penanganan 
masalah korban tindak kekerasan; 8) 
penanganan masalah pekerja migran; 9) 
penanganan masalah anak nakal; don 
l 0) peningkatan kualitas Karang Toruno. 

Menurut petugas Dinos Kota dari 
sejumlah rencana program yang diajukan 
kemungkinan hanya sebagian kecil yang 
disetujui don dengan anggaran yang tidak 
cukup besar. Hal ini menurut pengalaman 
me reka terkait dengan perhatian 
pemerintah kota terhadap program 
bidang kesejahteroon sosial mosih 
rendah. 

IV. KESIAPAN KABUPATEN 
HALMAH ERA BA RAT DA LAM 
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN 

A. Deskripsi Lokasi Penelition 

1. Potensi don Karokteristik Wilayah 

Provinsi Maluku Utara merupakan 
salah satu provinsi termuda yang baru 
terbentuk tahun 1999, sesuai dengan 
Undang-Undang No. 46 tahun 1999 
tentang Pembentukan Provinsi Maluku 
Utara, Kabupaten Buru don Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat. 

Provinsi Maluku Utara yang 
beribukota Ternate terletak antara 3° 
lintang Utara - Lintang Selotan 3° don 
124° - 129° Bujur Timur, yang berbatasan 
dengan Lautan Pasifik di sebelah utara 

don Laut Halmahera di sebelah timur. 
Batas sebelah Barat don Selatan masing­
masing adaloh Laut Maluku don Laut 
Seram. Luas Propinsi Maluku Utara 
137.378,42 km2 terdiri dari 36.641,98 
km 2daratan don l 00.736,44 km2 lautan, 
don terdiri dari 9 kabupaten yang salah 
satunya adalah Kabupaten Halmahera 
Ba rat. 

Kabupaten Halmahera Barat teletak 
di Pulau Halmahera merupakan sebuah 
kabupaten pemekaran baru dari 
Kabupaten Maluku Utara. Luas wilayah 
wilayah ini adalah 11.623,42 km2 1autan 
don 2.612,24 km2 daratan, terletak antara 
l 0 iintang Utara sampai 3° lintang utara 
serta 125° bujur timur sampai 128° bujur 
timur. Batos-batas Kabupaten Halmahera 
Barat meliputi sebelah utara kecamatan 
Loloda Utara, sebelah selatan Kota Tidore 
Kepulauan, sebelah timur kabupaten 
Halmahera Utara don sebelah barat Kota 
Ternate don Laut Maluku. 

Secora administratif Kabupaten 
Halmahera Barat dibagi atas 5 
kecamatan don 147 desa. Kecamatan 
dimaksud adolah Joilolo, Jailolo Selatan, 
Sabu, lbu don Loloda. lbukota Kabupaten 
Holmahera Barat terletok di Kecomoton 
Joilolo yang dopat ditempuh dari seluruh 
kecamotan dengon perjalonon darat 
kecuali dari kecamatan Lo loda yang 
horus melalui jolur lout . Kobupoten 
Halmahera Borat merupa kon daerah 
yang masih alami don banyak 
menyimpan kekayaan a lam. Potensi alam 
yang terdopat di wilayah ini seperti andesit, 
kaolin, gips, batubara, pasir besi , emas 
don bahan galian lainnya. 

Penduduk Kabupaten Halmahera 
Barat berdasarkon data BPS tahun 2005 
berjumlah 95.524 orang, terdiri dari 
46. 983 laki-laki don 45.541 perempuan. 
Di Ii hat dari tingkat kepadatan penduduk, 
Kecomaton Jailolo merupakan wilayah 
terpadat rota-rota l O 1,54 jiwa/ km 2, 

sedongkan terendoh di Kecamatan Loloda 
rota-rota 19,67 jiwa/ km2 • 

Hasil lout merupakan potensi alam 
terbesar yang terdapat di Kabupaten 
Halmahera Barat. Sela in itu terdapat sapi 
don jagung yang juga merupakan potensi 
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terbesar yang terdapat di wiloyoh ini. Soot 
terjodi konflik sosiol, peternokon sopi ini 
pernoh mengolomi mosoloh, nomun soot 
ini sudoh mulai berkembong logi. 
Sedangkon jogung woloupun termosuk 
penghosilon terbesar di Moluku Utora, 
nomun masih membutuhkan penanganan 
melalui kerjasama lintas sektorol. 

2. Potensi don Permasolohon Kesejohteroon 
Sosiol 

Dato PMKS di Kobupoten 
Holmohero Barat tahun 2005 dapat 
dilihat pada tabel 3. Data tersebut 
menunjukkan terdapat tiga kelompok 
besor PMKS di wilayah ini yang perlu 
memperoleh perhatian dori pemerintah 
Daerah. 

Tobel 3 

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) di Kabupaten Halmahera Barnt 

Tahun 2005 

No. Jenis PMKS Jumlah 

l. Anak Belita Terlantar 602 

2 . Anak T erlantar 2.881 

3 . Anak Korban Tindak Kekerasan 17 

4. Anak Jalonen 104 

5 . Anak Cacal 4 17 

6. Penvandana Cacal 1.536 

7. Tuna Susila 71 

8 . Bekas Napi 118 

9 . Keluaraa Fakir Miskin 9 .234 

10. Rumah tak Lavak Huni 7.041 

11. Wanita Rowan Sosial Ekonami 1.864 

12. Keluaraa Bermasalah Sasial Psikholaais 397 

13. Wanita Korban Tindak Kekerasan/ 
Oiperlakukan salah 355 

14. Laniut Usie Terlantar 3 .042 

15. Kamunitas Adat T erpencil 1.743 

16. Masyarakat yang Tinggal Di Daerah 
Rowan Bencana 6.39 1 

17. Karban Bencana Alam 1.185 

18. Karban Bencana Sasial/cengungsi 28.172 
Sumber : Dinos Kesejohteroon Sosiol Kabupaten Ha lmahero Baral, 2005 
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Tiga kelompok besar ini meliputi: 
Keluargo fakir miskin don rumah tak layak 
huni serta Masyarakat yang Tinggal di 
daeroh rowan bencana. Keterbatasan 
keuangan daerah mengakibatkan belum 
semuo PMKS dopot ditongoni oleh 
pemerintah daeroh. 

Potensi don sumber ke jahteroan 
sosial di Kabupaten Halmahera Barat 
sebetulnya dapat dimanfaatkan sebagoi 

pilar-pilar pembangunan kesejahteraan 
sosial, namun karena kondisi sosial 
ekonomi masyarakot dikhawatirkan PSKS 
ini juga rawan akon berbagai masalah. 
Pada tobel 4 dapat dilihat data PSKS di 
Kabupaten Halmahera Barat. 

Tabel 4 
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2005 

No. Jenis PSKS Jumlah 

l. Pekerja Sosial Mosyorakat 265 
(PSM) 

2. Wanita Pemimpin 307 
Keseiahteroon Sosiol 

3. Organisasi Sosiol 358 

4. Karanq T aruna 146 
5. Wahana Kesejahteraan 109 

Sosial Berbosis Masyarakot 

Sumber: Dinos Kesejahteraan Sosial Kobupaten Holmahero 
Baral tahun 2005 

3. Prioritas Pena nga nan Pe rmasalahan 
Kesejahteraan Sosial 

Sesuai dengan Rencana Strategis 
{Renstra) Dinos Kesejahteraan Sosial 
Kabupaten Ha lma hera Barat tujuan 
pemban gunan kesejahteraan sosia l 
adalah menuju peningkatan Kesejah­
teraan Sosial 2006. Tujuannyo adalah 
mem inimal kan tingkat don jenis 
permasalohan sosial. 

Sesua i dengon tuj uan tersebut, 
sosaran peningkatan derajat kesejoh­
teraan sosial masyarokat tahun 2006 
adolah: 

l) Menggerakkan pembangunan 
daerah yang berwawasan sosial 

2) Mendorong kemandirion masya­
rakat don partisipasi aktif dalam 
pembongunan kesejahteraan sosial 

3) Terselenggaranya pelayanan sosial 
yang terjangkau, bermutu don adil 
ke seluruh pelosok daerah 

4) Penurunan tingkot don jenis per­
masalohan sosial yang ada 

Sesuoi dengan jenis PMKS yang ada, 
mako prioritas penanganan yang 
didukung oleh dano yang bersumber dari: 

"I ~ ' 
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APBN don APBD adalah: Fakir Miskin, 
Komunitas Adat Terpencil, Karang Toruno, 
Anak Terlantar sebagai akibat dampak 
kerusuhan, don Pemberdayaan sosial eks 
korban kerusuhan sosial 

Realisasi program-program pe­
nanganan Permasalahan Kesejahteraan 
Sosial tahun 2005 don 2006 dapat dilihat 
pad a tabel 5. 

Bila dibandingkan dengan data 
yang ado, belum seluruh PMKS dapat 
ditangani oleh pemerintah Daerah 
Kabupoten Halmahera Barnt. Keter­
batasan pemerintah daerah setempat 
diduga mempengaruhi target sasaran, 
meskipun penanganan PMKS selain 
didukung oleh APBN juga didukung oleh 
APBD. 

Tabel 5 

Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial 
Kabupoten Holmahera Tahun 2005 don 2006 

No. Program Kegiatan 
Tarqet 

2005 2006 

1. Bantuan Sosial dan 500 500 
Penanqqulanqan Bencana Alam 

2. Penyuluhan don Bimbinaan Sasial 14 16 
3. Perlindungan don Hak Azasi 2 2 

Manusia 

4. Kesejahteroon Anak don 120 120 
Keluaraa 

5. Bimbinqan Keluaraa Miskin 120 120 
6. Bina Lembaaa Sosial (Orsos/LSM) 6 6 
7. Bina Lembaga Sosial (Karang . 25 25 

Toruno) 
8. Komunitas Adat Teroencil 1 l 
9. Penanganan Usie Lanjut don 120 120 

Jomoo 
10. Rehabilitasi Penderita Cacal 30 20 
11. Rehabilitasi Anak Nakai, Korban 11 17 

NAPZA, Tindak Kekerasan don 
Bekas Hukuman 

12. Rehabilitasi Tuna Sosial 20 25 
13. Kepahlawanan don Perintis 4 4 

Kemerdekaan 
13. Pengumpulan Dana don Bantuan l l 

Sosial 

Sumber. Renstro Dinos Kese1ohteroon Sos,al Kobupoten Halmahera 
Borot tohun 2005 

4. Korakteristik Keluarga Fakir Miskin 

Tujuan tambahan pelaksanaan 
P2FM antara lain meningkatkan 
aksesibilitas keluarga miskin terhadap 
pelayanan sosial dasar, jaminan 

kesejahteraan sosial, don meningkatkan 
peran serto mosyorakat, terutama 
kelompok fakir miskin don perempuan 
dalam mengelola KUBE. 

Untuk mencapai tu juan dimaksud, 
Dinos Kesejahteraan Sosial Kabupaten 
Halmahera Barat mengadakan seleksi 
terhadap keluarga fakir miskin penerima 
program. Seleksi terhadap fakir miskin 
dilakukan didasarkan poda data base 
yang mengacu pada data Pusdatin don 
BPS setempat. Kriteria keluarga fakir miskin 
penerima P2FM adalah sebagai berikut: 
l) Ru mah beratap rumbia; 2) Lantai 
rumah dari tanah; 3) Dind ing rumah 
terbuat dari bambu/ga bah; 4) 
Pendapatan keluarga Rp. l 00.000,-/ 
bulan; 5) Minum dengan gula 4 ka li/ 
bulan; don 6) Makan ikan 4 kali/bulan. 

B. Kebijakan don Program 
Penanganan Kemiskinan 

l. Kebijakan don Strategi Lokal dalam 
Penanganan Kemiskinan 

Program pemberdayaan fakir miskin 
melalui SKPA diusul kan atas dasa r 
komitmen don inisiatif dari masyarakat 
melalui Dinos Kesejahteraan Sosial 
Kabupaten. Rencana program diusulkan 
kepada Departemen Sosial RI melalui 
Dinos Sosial Propinsi. Sedangkan tujuan 
utama adalah: 

• Meningkatkan kua l i tas hidup, 
kemandirian don kesejahteraan 
keluarga fakir miskin 

• Pemerintah kobupoten/kota mompu 
mensinergikan segenop potensi di 
wi layahnyo dalam meningkatkan 
kesejahteraan keluargo fakir miskin 

Dalam usoho mencapai tujuan 
tersebut, diharapkan dapat dilaksanakan 
pado tahun onggaran 2006, namun 
ternyata menghadapi berbagai kendala, 
antara lain SKPAditerima oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Halmahero Borat 
bulan Juli 2006, sedangkon Pedoman 
Umum baru diterima bu lan September 
2006. Hal ini merupakan persoalan bagi 
Pemda setempat mengingat singkatnya 
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waktu pelaksanaan program ini. Untuk itu 
kebijakan don strategi lokal dalam usaha 
mencapai tujuan program pemberdayaan 
fakir miskin (P2FM) melalui SKPA di 
Kabupaten Halmahera Barat adalah: 

1) Mengadakan pendekatan don 
sekaligus membicarakan pelak­
sanaan program ini dengan Bupati 
don Sekretaris Daerah Kabupaten 
Halmahera. Melalui pertemuan ini 
dihasilkan bahwa pihak Sekretaris 
Daerah akan membantu dona untuk 
kegiatan sosialisasi don pemantapan 

2) Memaksimalkan sumber daya 
manusia don sumber dona lokal 
dalam melaksanakan P2FM 

3) Pelaksanaan P2FM disesuaikan 
dengan kondisi sosial budaya 
setempat, don melibatkan tokoh 
masyarakat, tokoh adat don tokoh 
agama di kecamatan/desa dimana 
program ini dilaksanakan. 

2. Kesiapan Sumber Daya don Sumber Dana 

Pelaksana P2FM di Kabupaten 
Halmahero Barot odolah Dinos 
Kesejahteraan Sosial dibantu oleh isntansi 
terkait don pendamping yang ditunjuk. 
Untuk meloksonakan kegiatan P2FM, 
Dinos Kesejohteraan Sosiol Kabupaten 
Halmahera Barat didukung oleh 31 or­
ang pegawai dengan tingkat pendidikan 
yang dapot dilihat pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 
Jumlah Pegawai Dinos Kesejahteraan Sosial 

Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2006 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

l. SLTA 19 orang 
2. Diploma 3 2 oranQ 
3. Sarjana: 

a. Sosial 1 oranQ 
b. Ekonomi 5 orang 
c. Hukum 2 oranQ 
d. Pendidikan 1 orang 
e. Pekerjaan Sosial (STKS) l orang 

Jumlah 31 orang 
Sumber: Dinos Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera 

Baral, 2006 
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Menu rut Kepalo Dinos Kesejahteroan 
Sosial setempat, meskipun mayoritas 
pegawai bukan berasal dari pekerjaan 
sosial, namun dengan berbagai 
pengalaman yang ado diharapkan 
mereka mampu melaksanakan P2FM. 
Sebagian diantara mereka ado pula yang 
dilibatkan sebagai pendamping daerah. 

Sumber dona pendukung yang 
berosal dari APBD soot ini belum ado, 
namun pihak Sekretariat Daerah 
Kabupaten Halmahera Barat memberikan 
dukungan dona untuk kegiatan sosialisasi 
don pemantapan. 

C. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin 

1. Kegiatan don Program Pemberdayaan 
yang teloh don sedang dilakukan 

Salah satu program penanganan 
PMKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupoten Halmahera Barat 
adalah pemberdayaan keluargo miskin. 
Sesuai dengan anggaran yang tersedia, 
Dinos Kesejahteraan Sosial Kabupaten 
Halmahera Barat hanya dapat 
menangani 120 orang keluarga miskin 
pada tahun anggaran 2005. Sedangkan 
pemberdayaan keluarga miskin untuk 
tahun 2006 in i dilaksanakan melalui 
P2FM dengan target 250 KK. 

2. Manajemen Program (Proses Persiapan, 
Paksanaan, Monitoring don Evaluasi) 

1) Langkah Kegiatan : 
a) Pertemuan dengan pemerintah 

daerah Kabupaten Halmahera 
Barat tentang pelaksanaan P2FM 

b) Mengusulan dona untuk kegiatan 
sosialisasi don pemantapan 
P2FM 

c) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 
don pemantapan P2FM dengan 
lnstansi terkait di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Halmahera Barat 

d) Menentukan lokasi don kegiatan 
P2FM dengan pemerintah 
daerah setempat. Lokasi 
dimaksud berada di kecamatan 
lbu don Kecamatan Sahu 
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e) Penjajagan lokasi P2FM dan 
pemetaan kebutuhan keluarga 
fakir miskin yang menjadi sasaran 
kegiatan 

f) Sosialisasi kegiatan P2FM oleh 
Direktorat Pemberdayaan Fakir 
Miskin kepada aparat Dinos 
Sosial setempat dan instansi terkait 

g) Penyiapan sumber daya manusia 
baik dari intansi sosial setempat, 
instansi terkait, KUBE dan seluruh 
pelaku sebagai unsur pendukung 
pelaksanaan P2FM 

h) Sosialisasi dan Workshop P2FM 
di tingkat pusat untuk pelaku 
mulai dari Propinsi, Kabupaten 
dan konsultan yang telah ditunjuk 

i) Pengadaan pendamping daerah 
yang berasal dari (a) Dinos 
Kesejahteraan Sosial Kabupaten 
Halmahera Barat, (b) pendam­
ping teknis dari intansi terkait don 
(c) pendamping dari masyarakat 
setempat yakni PSM 

i) Sosialisasi dan workshop P2FM di 
Kabupaten Halmahera Barat 

k) Seleksi keluarga fakir miskin 
penerima bantuan yang ter­
gabung dalam KUBE sekaligus 
pemantapan KUBE, karena KUBE 
sudah terbentuk 

I) Pembinaan teknis bagi KUBE oleh 
intansi te rkait sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

m) Pemantapan KUBE don pe­
nyuluhan tentang pemanfaatan 
bantuan UEP bagi KUBE pe­
nerima bantuan 

n) Persiapan penyaluran dona 
amanah oleh Dinos Sosial 
Kabupaten Halmahera Barat don 
instansi terkait lainnya 

o) Penyaluran bantuan UEP bagi 
KUBE hasi l seleksi 

p) Pembinaan UEP o leh Kepala 
Deso setempat don pen­
dampingan sehingga diharapkan 
memahami cara-cara pe­
ngelolaan UEP yang baik don 
besar serta memahami 
administrasi pengelolannya 

q) Monitoring dan evaluasi; 
dilaksanakan oleh Dinos 
Kesejahteraan Sosial Kabupaten 
don pendamping daerah 

2) Proses Seleksi Klien: 

Seleksi klien dilaksanakan ber­
dasarkan data base keluarga miskin 
dan daftar KUBE yang ado pada 
Dinos Kesejahteraan Sosial 
Kabupaten Halmahera Barat. Kriteria 
klien keluarga fakir miskin ditetapkan 
berdasar pedoman yang ditetapkan 
dalam Panduan P2FM Direktorat 
Jenderal Pemberdayaan Sosial. 
Berdasarkan hal tersebut dipilih 
KUBE produktif yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana di­
tetapkan dalam pedoman P2FM. 

3) Usaha Ekonomi Kelompok 

Sesuai dengan kondisi geografis 
Kabupaten Halmahera Barat yang 
sebag ian besar wilayahnya adalah 
lautan, maka pemberdayaan Fakir 
Miskin di daerah ini difokuskan pada 
bidang perikanan. Sedangkan 
pengadaan barang dalam wujud 
kapal don perlengkapannya. 

Namun menurut Kepolo Dinos Sosial 
Kobupoten Halmahera Barat 
spesifikasi kapol sebogaimana buku 
Pedomon P2FM sulit diwujudkan 
karena berbagai kendala. Setelah 
diadakan pembicaraan dengan 
instonsi terkait don KUBE penerimo 
bantuon, diputuskan bahwo bontuan 
UEP yang okan diserahkan pada 
KUBE adaloh 8 buah kapal dengan 
perlengkapannya, 4 rumpon buatan 
(tempat berkumpulnya ikan), 8 
ketinting lengkap dengan jaringnya 
don l buah kedai pes isir yang 
menjual kebutuhon BBM bogi KUBE 
don sembako yang juga melayani 
kebutuhan anggota don mosyorakat 
setempot. 

4) Monitoring don Evaluasi 

Monitoring don evaluasi 
direnconokon okon diloksonakan 
seteloh bantuan diterima oleh KUBE. 
Pelaksona monitoring adalah Dinos 
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Kesejahteraan Sosial Kabupaten 
Halma hero Barat don instansi terkait. 
Sampai dengan kajian ini kegiatan 
monitoring belum dilakukan 
don dijadwalkan setelah KUBE 
mewnerima paket bantuan UEP. 

5) Mekanisme Pelaporan 

Pelaporan pelaksanaan P2FM 
melibatkan berbagai pihak baik 
sebagai pembuat laporan maupun 5. 
penerima laporan. Mekanisme untuk 
pelaporan dilokukan secara 
berjenjang: 
• Ketua KUBE dengan bimbingan 

pendamping daerah membuat 
loporan bulanan yang ditujukan 
kepada Sotuan Kerja Kabupaten 

• Kepola Satuan Kerja membuot 
laporan bulonan yang di­
sampaikan kepada Satuan Kerja 
Pusot dengan tembusan 
Gubernur 

• Laporan mendesak biso 
dibuat dapat dilaporkan diluar 
mekonisme laporan berkala 6. 

3 . Proses Pendampingan Kelompok 

P2FM d i Kabupaten Halmahera 
Barat dilaksanakon dengon melibotkan 
pendamping doerah don pendamping 
lokol dengan melibatkan aktivis PSM 
setempat. Pendompingan dilakukan sejak 
persiapan, pelaksonoon don pembinoon 
UE P. 

4 . Mekanisme Pencoiron Dono 
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Sesuai dengon Pedoman P2 FM, 
dona honya dopat dipergunokan untuk 
membiayoi kegiaton UEP onggota KUBE 
yang berada di kowosan pesisir pontoi. 
Dano ini akan dicoirkan setelah KUBE 
membuat usulan kegiata n don tel ah 
diverifikosi oleh Pendamping Daerah, don 
disetujui oleh Dinos Kesejohteroon Sosial 
Kabupaten Holmahera Barat serta instonsi 
terkoit lainnya. Dalam rangko pencairan 
dona ini, setiap KUBE membuka rekening 
melolui Bank yang ditentukon. 

Menurut Kepala Dinos Sosial 
Kobupoten Holmahera Borat mekanisme 
pencairan dona belum sepenuhnya dopat 
dilaksanokan, dengan olasan: 

l ) 

2) 

Dano yang dicoirkon longsung 
kepoda mosyarokat akon sulit ditarik 
logi, wa loupun sudah ado 
penjelasan bahwa dona dimaksud 
okan dimanfaatkan juga oleh KUBE 
melalui kegiatan UEP 

Sesuai dengan ketentuan (Keppres) 
bahwa dona dengan batas tertentu 
harus melalui mekanisme tender. 

Dana Pendampingan dari Pemda 
setempat 

Anggaron keg iatan sosialisasi don 
pemantapan diperoleh dari Sekretariat 
Daerah. Sedang kan untuk tahun 
2007 Pemerinta h daerah Kabupaten 
Halmahera Ba rat telah menyediakan 
angaraan melalui APBD sebanyak 250 
juta untuk monitorin g don eva luasi, 
pembinaan lan ju t, serta ho nor 
pendamping. Diharapkan pelaksanaan 
P2FM dapat di lanjutkan oleh pemerintah 
daerah setempat sesua i dengan 
anggaran yang tersedia. 

Keterlibatan don Peron Pihak Terkait 

Pelaksa naan P2 FM melibatkan 
unsur-unsur dinas terkait di lingkungan 
pemeri ntah dae rah Kabupaten 
Halmahera Barat sesuai dengan tugas 
don fungsinya sebagai berikut: 

l) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Dinos Peri kanan Pembinaan 
dilibatkan dalam teknis bidang 
keterampi lan perikanan 

Badon Pemberdayaan Masyarakat 
(BPM D) dal am Mempersiapkan 
masyarakat keluarga fa kir miskin 
dolom pelaksonoon P2FM 

Bappedo dilibotkon dalam 
sinkronisosi P2FM dengan program 
daerah don dukungon perenconaan 
serto anggoran melalui APBD 

Dinos Pekerjaan Umum dalam 
Pembuatan prasarana jolan untuk 
akses ekonomi di desa yang menjadi 
sasaran P2FM 

PKK dalam M embantu pember­
dayaan ekonomi kelua rga fakir 
miskin 
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6) 

7) 

8) 

9) 

Tempat Pelelangan Ikon (TPI) dalam 
Penampung/ pembelian ikan hasil 
tangkapan nelayan yang menjadi 
sasaran P2FM 

Perbankan dalam Penyaluran dona 
don rekening Bank 

Koperasi dalam pembinaan teknis 
bidang koperasi 

Carnot don Kepala Deso dalam 
Pembinaan KUBE 

l 0) Tokoh agama don tokoh adat 
setempat dalam Pembinaan 
Keluarga fakir miskin yang menjadi 
sasaran P2FM 

D. Hambatan den Tantangan dalam 
Pelaksanaan Program 

Hambatan don tantangan P2FM 
sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinos 
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera 
Barat adalah sebagai berikut: 

• Pola hidup masyarakat yang masih 
dipengaruhi oleh budaya lama, yakni 
cenderung menganggap sesuatu adalah 
kehendak alam. 

• Tingkot pemohomon terhodop program 
mosih sangat rendah, sehinggo 
dibutuhkan bonyak waktu untuk 
memontapkan program dimoksud 
terutama menyangkut pengelolaan 
program . 

• Belum adanya keterpaduan program di 
tingkat otas (propinsi don pusot) sehingga 
koord i nasi lintas sektor di tingkot 
kobupaten belum maksimal. 

• Tidok odanya penelition atau kajian khusus 
sebelum pelaksanaan program, sehingga 
peloksanaannya tidak sesuai dengan 
kondisi di lapangan. 

• Sebogian masyarakat yang mempunyoi 
karakteristik soma belum terjangkau oleh 
program tahun ini, sehingga dikhawatirkan 
terjadi kecemburuan sosial. 

E. Rencana Program don Kegiatan 
yang akan datang 

Program kegiatan penanganan 
Permasalohan Kesejahteraan Sosiol untuk 
2007 di Halmahera Barat difokuskan pada 

pengentasan korban bencana sosiol yang 
hingga saat ini mencapai 28.172 orang. 

Khusus penongonon fakir miskin, Dinos 
Kesejahteraan Sosial sedong beru payo untuk 
melonjutkan program yang didukung oleh APBD 
setempot. Menurut Kepala Dinos Kesejohteraan 
Sosial Kobupoten Halmahera Ba rat untuk tohun 
2007 APBD memberikan dukungan dona Rp. 
250 juta yang digunakan untuk monitoring don 
evaluasi, pembinaan lan jut serta honor 
pendamping. 

V. 

A. 

l. 

2. 

3. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Bila dilihat dari kesiapan sumber dona, 
terutama sumber APBD, menunjukkan 
bahwa kesediaan don kemampuan 
daerah masih kurang memadai. Ha l 
ini ontoro loin disebab kan mosih 
kurangnya pemaho mon pemerintoh 
daerah terhodap pent ingnyo pem ­
bongunon bidang kesejahteraon sosial. 
Sementaro ini pemerintoh doerah mosih 
lebih mengutama kan pembangunan 
ekonomi don fisik. 

Pelaksanoan pemberdayaan fakir 
miskin melalui SKPA tampoknyo okan 
mengalami keterlambatan. Keterlambatan 
tersebut disebabkan oleh berbagai hal, 
antara lain adanya perubahan pejabat 
don perubahan lokasi sasoron. Perubohon 
lokasi don sasoron ini (poda kasus Kota 
Manado) mengandung konsekuensi 
terhadap berbagai hol yang terkait 
dengan jadwal maupun rencana kerja 
yang sudah d itetapkon sebelumnyo . 
Sementara itu pihok pusat belu m 
mengombil sikap secora tegas tentang 
penyelesoion te~adinya perubohon lokosi 
oleh pemerintoh Koto Manodo. 

Bila dilihat dori kesiopan sumber yang ado 
terutomo sumber dayo, dari segi kualitas 
tampoknya masih kurang memadai. Hal 
ini te~odi terutama penempaton tenago 
yang sering ku rang sesuai dengan bidang 
keahlian don pengalamannyo. Namun 
demikian dengan odonya keterl ibatan 
berbogoi instonsi terkait, carnet, kepala 
desa hingga tokoh masyorokot teloh 
memberikan pengoruh positip dalam 
persiapan pelaksanaan prog ram 
pemberdayaan fakir miskin. 

15 



Jurnal Penelilian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 13, No. 03, 2008: 1-16 

B. Rekomendasi 

1. Departemen Sosial, khususnya Direktorat 
Fakir Miskin perlu segera mengambil sikap 
yang tegas, dengan suatu keputusan yang 
terkait dengan masalah sasaran yang 
sudah ditetapkan, don dengan segala 
konsekuensi yang harus diterima oleh 
pusat maupun daerah. 4 . 

2. Terkait dengan masih kurangnya perhatian 
daerah terhadap pembangunan kesejah­
teraan sosial, maka diperlukan upaya 
sosial isasi terhadap pemerintah daerah 
maupun anggota dewan (DPRD) tentang 
pentingnya peran daerah dalam pem-
bangunan kesejahteraon sosiol di era 5. 
otonomi. 

3. Terka it dengon hubungan pusat don 
daerah, khususnya pemerintah propinsi 
dalam pelaksanaan SKPA, perlu diadakan 
koordinasi yang baik dengan memberikan 
peran yang cukup signifikan terhadap 
pemerintah propinsi. Kesan pemerintah 

pusat meninggalkan pemerintah propinsi 
dengan care meluncurkan program 
langsung ke kobupaten/kota perlu 
diminimalkan don bahkan dihilangkan. 
Untuk itu maka peran don tugas instansi 
sosial propinsi harus jelas keterlibatannya, 
sejak persiapon, pelaksanaan, monitoring 
hingga evaluasi. 
Perlu ado kajian khusus tentang 
pelaksanaan Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin {P2FM), terutoma menyangkut 
jenis don bentuk bantuan usaha ekonomi 
produktif (UEP) yang diberikan kepada 
KUBE sesuai dengan kondisi obyektif 
masing-masing daerah. 

Bagi KUBE yang telah dianggap mandiri, 
perlu diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah untuk memperoleh pembinaan 
lanj ut, don upaya pengembangan/ 
perl uasan program oleh daerah . 
Mekanisme tentang pembinaan lanjut ini 
perlu dicantumkan dalam buku pedoman 
P2FM. 
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